
lndonesia Nomor 5063)~ · · · 
4. Undang-Undang Nomor 12 . Tah~p. 2011 tentang 

· Pcmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun: -, · :"2011 Nomor 82 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Repub1ik: Indonesia Nornor 
il38()); 

5. U11cl;111~ -U 11dr1 ng Norrior 23 Tahun 2014 ten tang 
Pcrncr intn ha n Dae rah [Lernbaran ··.iNegara Republik 
lndoncsia Tahun 2014 Nomor 244,.:.ta;mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun :··:·~·o 14 Nomor 5678) 

Republik Indonesia Nomor 3273); 
3. Unclang-Unclang Nomor 36 .: Tahun 

Ke sc ha tari (Lcmbara n Negara Republik 
2009 Nomor 140, Tambahan Lernbaran 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 teritarig 
Pembentukan Daerah-Daerah -Tingkat II di Sulawesi 
{Lembaran Negara Republik lndone~fa:.T,ahun 1959 Nemer 
74, Tarnbahan . Lembaran Negar~\·~·~publik Indonesia, 

. Nomor 1822); · · · .... ' 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun .l 98.4 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Tahun \984 Nomor 20, Tamoah;-ri:;:Lembaran Negara 

I 

I 
2009 tcntarig 

Indonesia tahun 
Negara Republik 

a. bahwa dalarn ra ngka mernberikan pcrlirnlt1t11-',;1n 
kesehatan rna svarakn t tcrhadnp pcro ko k c.l,111 !,11k;1i1 

perokok, rnak a dipandang pcrlu rnorict a pkn.n k;1w.i:;:111 
tertentu yang beba8 dari a~:;ap rokok; . •. 

b. bahwa untuk menjarnin kepastiari hukurn dalan1 
pelaksanaan Kawasan Tanpa Rcikok.>d.iperlukan scbuuh 
peraturan sebagai pedoman pelaksanaanya; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan hl\ruf'b.,' pedu mci:1ctapkan 
Peraturan Bupati teritang Kawasan Tanpa Rokok: 

-:·· .. 
· .. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,· : ... ,:.: 

.. ·.,· 

•. ·: ,,•' 

· .. · .. : ...... 
. ·:.· 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA:·ftSA . : .. · . . ... :.· 
• •• '1· • 

·. · ... TENT ANG 

KAWASAN.TANPA ROKOK·.· 

. :·,.·'.: 
BUPATI BOLAANG MONGOND'OW. ,::_: . . . . ~ 

PROVINS! SULAWESI UTARA · .. ,:"·'>.:.·. 
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

. . ~·. 
NOMOR 21 TAHUN 2017. . . .. 

. -~ .... 

.· .. 

Mengingar 

Menimbang 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksucl dcngan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongonclow. 
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. .. 
3. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat .Daerah di 1<.abuputer\ 

Bolaang Morigondow. . . 
4. Kawasan Tan pa Rokok adalah ruangan dan/ atau area yang dinyatakan 

dilarang untuk merokok, memproduksi, rnenjual, · merigiklankan, dan 
rriempromosikan rokok. 

5. Orang adalah orang perorangan atau baclan, oaik yang berbentuk b"dan 
hukum maupun tidak. 

6. s·adan adalah sekumpulan orang dan/ a tau modal', yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang· tidak rnelakukan 

. . I 
usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan-nama atau bentuk 
apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, .kongsi, koperasi, atau 
organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentukvusaha tetap serta 
bcrituk badan lainnya. 

: .:« .. 

KETENTUAN UMUM · · · · 

BAB 1· 

: PERATURAN BUPATI TENTANG KAW'ASAt-f.,'TANf>A ROKOK. Menetapkan 

.. , 
MEMUTUSKAN: 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015-· tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 
23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun '2015 Nornor 58, 
Tarnbahan Lcrnba ra n Negara Republik Indonesia Nornor 
7956); 

6. Undang-Undang Nom·or 30 Tahun 2014 tentartg 
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 560~); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Pc11gumn1w.n f~okok Bagi Kesehatan.jl.ernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Norrior 39, Tambahan 
Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4276); 

8. Pcraturan Bcrsarna Menteri Kesehatan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor_ 188/MENKES/PB/I/2011 dan 
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

• • • I• 

Kawasan Tanpa Rokok; ... · 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri· Nornor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201.5· Nomor 2036); 

___ ,, __ ----------------~ 
--.-··- r 



'----------- -- -- 

. . . ~ . · . . . . .. 4· 
·, . 

Prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok adalah: 
a. 100% kawasan tanpa rckok dan 
b. tldak ada ruang mernkok ch tempn\. yan~ ditd.c1pk .. 1t\ ::;ebag,\i k,\W;\:;,\i\ 

Tanpa Rokok. 

Pasal 3 

Penct apan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: 
a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif 

dan/ a tau perokok pasif; 
b. memberikan ruang dan Iingkunganyang bersih dan sehat bagi 

rnasyarakat; 
c. rnelindungi kesehatan masyarakat secara umurn dari dampak buruk 

merokok baik yang langsung maupun tidak Iangsung; 
d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; 
e. rnemenuhi rasa amany nyaman pada .orang lain; 
f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan 
g. menurunkan angka perokok dan rnencegan perokok pernuia. 

TUJUAN DAN PRINSIP 

BAB II 
Tanpa Rokok. 

lJ. Kantor Pemcrintahan adalah tern pat kerja bagi Pegawai .Negeri Sipil dalarn 
melaksanakan tugas pcrncr intahun. . . . 

14. Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan TanpaRokok adalah orang 
yang karcna jabalannya mernimpin dan Zatau bertanggungjawab atas 
kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan 

un tuk kegiatan anak-anak. 

7. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok ad alah Tim yang t.crrli ri du.ri fH'.i,tl>i1l 
Pegawai Negeri Sipil di _ lingkungan Pemerintah .Kabupaten Hol.1.111g 
Mongondow dan/ atau individu yang ditunjuk oleh B1,1p~ti. 

8. Rokok adalah hasil olaha~ tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanarnan .' Nicotiana tabacutn, 
Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung 
nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tarnbahan. 

9. Iklan rokok adalah kegiatan untuk mcmperkcnalkan, tnctnasyatalwt.ku.n 
dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tan pa imbalan kepada 
masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar mcnggunakari 
rokok yang ditawarkan. ·_:_ 

10. Tempat proses belajar mengajar adalah t_ernpat yang .. dimanfaatkan untuk . 
kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau pendidikan dan/ a tau pelatihan .. 

11. Sarana Kesehatan adalah 'tempat yang . .digunakan untuk 
menyelengg~rakan upaya kesehatan. · ·'·.· <.- . 

12. Arena Kegiatan Anak-Anak adaJah tempat atau arena.yang diperuntukkan 
I 



- -- -- ----------~ 

ben tuk, lain 

· .. ·: huruf b, an Lara lain rncliputi: 
a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk : 

1. Sekolah Dasar (SD} dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). atau 
. ..' . .'· 

yang sederajat; . :. 
2. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsan.E:t~Y8ih atau bentuk 

lain yang sederajat; · · ... · ': 

. . 

('2) Tcmpat proses belajar mcngajar sebagairnana di11;:aksud.daJam Pasal 4 

', ; 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

. ~· . 

1. · Rumah Bersalin; · 
J. · Tempat Praktek Bidan /Perawat Swasta; 
k. • Klinik Kesehatan; 
!. . Apotek; 
m: Toko Obat; 
n .. Laboratoriurn Kescha tan; clan/ a tau 
o Sa ru na I<csch,.1(Hll J;:1ir1nv,1. 

e. Balai Ke sejahteraan Ibu dan Anak; 
I. Klinik kcca n tiknn ; 
g. Klinik Pcrawatan Pcndcrita Narkoba; 
h. Tcrnpai Prakt..ck Dokter/Dokt..er (}igi/Dokter Hewan; :"·: 

~ ' ··. 

·.,· 

. · .... a antara lain meliputi: 
a. Rumah Sakit; 
b. Balai Kesehatan; 
c. Puskesrnas; 
d. Balai Pengobatan; 

( 1) Fasilitas pelayanan kcschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

Pasal 6 

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana climaksucl dalam.: Pasal tJ hUttil' u, 
huruf b, dan huruf c merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok 
hingga batas pagar terluar. 

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 huruf d 
merupakan kawasan yang bebas dad asap rokokhinggabatas kucuran air' 
dari atap paling luar. · · · 

: ... 
Kawasan Tanpa Rokok meliputi: 
a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 
b. Tempat Proses Belajar Mengajar; 
c. Tempat Anak Bermain; dan 
d. Kantor Pemerintahan. 

Pasal4 

KAWASAN TANPA ROKOK 

BAB .III 

.. 
· .. 

.. .. 



merokok di 'kawasan .· ~pa rokok yang 
mcnjacli langgung jawabnya: 

b. Melarang setiap orang unt.uk 
menjadi tanggung jawabnya; 

Sctiap Pimpinan atau Pcnanggung .Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana 
dimaksud dalarn Pa sal 6 wajib untuk: 
a. Mclakukan pcngawa sn n internal pada t.empat dan Zatau lokasi yang 

Pasal 8 

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB 
KAWASAN TANPA ROKOK 

BAB JV 

,• .. 
Setiap orang yang berada dalarn Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan 
kegiatan: 
a. Merokok; 
b. Menjual rokok; 
c. Menyelenggarakan iklan rokok; dan/at.au 
d. Mempromosikan rokok; 

Pasal 7 

e. Arena Kegiatan Anak lainnya. 
(4) Kantor Pernerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pas~l 4 huruf d, 

antara lain meliputi: . :- 
a. Kantor Bupati; · 
b. Kantor Dinas/Badan; dan 
c. Kantor Camat dan lain-lain. 

5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; dan 
...... 

6. Tern pat Pendidikan Non Formal ·lainnya. . 
(3) Ternpat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 

antara lain meliputi: 
a. Kelompok Bermain Anak (play group); 
b. Tempat Pemitipan Anak (TPA); 
c. Tempa.t Pengasuhan Anak; 
d. Arena Bermain Anak-Anak; -danjatau 

sederajat; 

• .. 
b. Ternpat Pcndidikan Non formal, yang berbentuk: 

1. Lem baga kursus: 
2. Lcrnbaga pcla tiha n: 
:S. Kclornpok bclajar; 
A. Taman Kanak-Kanak , Raudatul Athfal atau 1qent~flain yang 

3. Sckolah Mencngah Atas, Madrasah Aliyah, · Sekolah Menengah 
Kejuruan (SM K) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain 
yang sederajat; : · ·, .. 

. . . ~ 
.4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut ·ata~:Qniversitas; dan 
5. Tempat Pendidikan Formal lainnya. 

·,. 



•.' 

pcringatan lnrn.11g:n1 rncroko k 
yang rncrupakan baginn tida.k 

luas ruangan; 
(3) Ukuran, warna, dart materi Landa 

sebagaimana tercanturn dalarn Larnpiran 
tcrpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

dalarn lingkan.111 

a. Ukura lebih dari atau sama dengan 20 x 30 cm; 
b. Warna mencolok sehingga mudah dilihat; 
c. Materi : 

1) terdapat tulisan "KAWASAN TANPA ROKOK". 
2) terdapat gambar / simbol rokok menyala dicoret ·di 

. :. : : . 
berwarna merah; dan 

3) mencantumkan sank.Si bagi si pelanggar serta dasar hukumnyu. 
(2) Tanday petunjukyperingatan larangan merokok harus dipasang pwl:1 

tempat yang strategis, rriudah dilihat dan jurnlahnya dises uaiko n ck:ng1.111 

(1) Tanda peringatan larangan merokok harus memenuh{ ketentuan sebagai 
berikut: · · 

Pasal. 10 

TANDA Pf~l<IGATAN LARANGAN MEROKOK 
SERTA TATA CARA PEMASANGANNYA:.: . . . . . , 

BABV 

{2) Kawasan mcrokok scbagairnana dimaksud pada .ayat (1) harus memerruhi 
persyaralan: 
a. Merupakan tempat. terbuka dan udara terbuka; 
b. .Iauh dan terpisah dari gedung utama; 
c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan 
d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalarig. 

( 1.) Pimpinan atau Penanggung jawab pada Kantor Pemerintahan sebagairrrana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat rnenyediakan kawasan merokok di 
luar ge.dung da.n di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagairnana dimaksud 
pad a Pa sal ~ aya t (2). 

Pasal 9· 

c. Menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada ternpat Aati/ a tau lokasi yang 
menjadi tanggung jawabnya; 

d. Memasang randa-tarida dilarang mcrokok sesuai persyaratan di sernua 
pintu masuk ut.ama dan di tempat-ternpat yang dipandarig perlu dan 
m udah terbaca dan / a tau didengar baik. 



(1) Masyarakat dapat berperan serta · dalam mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok. 

(2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Taripa Rokc)k 
dilakukan dalam ben tuk: 
a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertirnbangan berkcnann 

dengan penentuan kebijakan yang terkait .dengan Kawasan Ta npu 
Rokok; 

Pasal 14 

PE RAN SERT A MASY ARAKA T 

BAB VII 

( 1) Dalam rangka rnendukung pelaksanaan pengawasan .terhadap Kawasan 
Tanpa Rokok yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana 
climaksud dalarn Pa sal I I ayat (1), Bupati membentuk Tim Pernantau 
Kawasan Tanpa Rokok. 

(2) Tim Pernan tau Kawasan Tanpa Rokok bertugas: 
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan 

Tanpa Rokok; .: . 
b. melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan TanpaRokok; 
c. rriembantu pejabat yang berwenang dalam :,. ·inemproses setiap 

pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan peinantauan; 
d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati. 

.... . .. 
. ,• 

.·: .. · 
Pasal 13 

Pcmbinaan clan pengawasan untuk mewujudkan Kawasan·Tanpa Rokok 
dilaksanakan secara persuasif. .... :· 

I .. " 

Pasal l 2 

(1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa · Rokok, Kcpala Pf:·rnr1i!,k:rt 
Daerah berwenang rnelakukan pernbinaan dan pcngawasan 

(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat. berupa himbingan 
dim penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan · atau penanggung 
jawab Kawasan Tanpa Rokok. · .. ·, 

(3) Pengawasan sebagairnana dimaksud pada ayat (I) ·b~rupa pernantauan 
atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa 
Rokok. 

Pasal 11 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
.·•', 

', ·.,· BAB VI 



... , 
:: . ,• 

. . ·> 
. · . .. . . 

... ,, 

-, : 

dikenakan sanksi tcguran tertulis. 

( 1) Sctiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa i.-f~pkok sebagaimana . ~ . 
dimaksud dalarn Pasal 4 dikenakan sanksi berupa. teguran lisan oleh 
pimpinan chm/ atau pcnanggung jawab Kawasan TanpaRokok. 

(2) Dalarn ha! 3 (tiga) kali berturut-turut sudah dilakukan iteguran lisan maka 

Pasal 15 

. ·~ 
SANKSl 

b. rnela kukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana 
yang diperlukan un t uk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; 

c. ikut scr ta daiarn mcmbcrikan birnbingan dafl .·.-·penyuluhan serta 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat; .. 

d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 atau .rnelaporkannya kepada pimpinan atau 
penanggung jawab Kawasan Tan pa Rokok; 

e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadipelanggaran. 
(3) Peran serta masyarakat dalam . mewujudkan Kawasan Tart pa Rokok 

sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dapat · • .. dilakukan :;;ecn.ra 
berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha / 
lembaga/ organisasi maupun individu/ perorangan. 

(4) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan bcrkcnunn 
kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa. Rokok scbagnimunn 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepadu/ mclalui 
Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam 
bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatarr sejerris, d:111/:it:1u 
melalui media cetak, elektronik, dan lain sebagainya. · 

(5) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana. yang dipcrluknn u nt uk 
mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok scbagairnana dirnaksud pada ayu! (~n 
huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan Zaun: 
penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. · · ·· · 

(6) Pimpinan atau penanggung jawab · Kawasan ·1:~~pa Rokok wajib 
mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf e. ·. .': .. 

BAB VTTI 



. . '. ~· .. .. . 
. ·:: .. ;:/. 

.. ... 

. . . .. . 

.... . 
·. ·. · .. 

. ···:.· 
NOMOR .... 
F3ERIT:\ DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDO~}/''fAHUN 2017 

2017 
. :: 

Ditetapkan di Lolak · · 
pad a tanggal ·· '). Juni 2017 ~ 

13Uf!\TI BOLAA~? M?NGONDOW, /' 

rr :-..-._ .. 
;,; .. i ?:-..::- 

Mongoridow 

.· . 
. ; ~~'·:. 

Pcraturan Bu pati ini mu lai berlaku pada tanggal diu.nd~.g;~an. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahknn · pehguµdangan Peraturan 
Bupati ini clengan penernpatannya dalam Berita 6ae1Jalj;(:Kabupaten Bolaang 

. ·. \~ 

Pasal 16 

'·.·· ... 

·.,· . 
. ·' 

··,.:· .. ·: BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP . 

:: ··.·. 

. · .. · 
.... ,:' 

" 
., .··:: 


